GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR “ TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang 5
b.
c

Mengingat =F
=2
3

bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Daerah;

bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, ditetapkan
dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);




R 4*.'*Uridatng—Undéngé‘NomQrﬁ 1 Tahun 2022 tentang- Hubungan

Keuangan -Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
" Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indon631a’”

~ Nomor 6757); -

L - ;—5 Peraturan Pemerlntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata |

— -~ - Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
- ~~Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik

' Negara Repubhk Indones1a Nomior 5 161)

: f6 Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2019 tentangi

e Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

e Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran .

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

] L 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
S Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara

R Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan

. - S . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

S 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmr
Nomor 6881); ‘

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah-

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
i ' PVROVINVSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
‘ dan | 7

' GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

 MEMUTUSKAN:

‘Menetapkan - PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN

-~~~ RETRIBUSI DAERAH

“Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, TambahanLembaran -

) o v (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor




- . . BABI
_ KETENTUAN UMUM
' ‘Pasal 1

7 ) ,WDalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan:
CETU TR TR 1. Provrns1 adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. ,Pemgrintah Pﬁu’s’at”ya’ing, selanjutnya ghsebut VPemerlnt'arhi
i _adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
= =~ . kekuasaan pemerintahah negara Republik Indonesia yang __ )
~ - - - - -dibantu oleh-Wakil Presiden dan  menteri sebagaimana :
7 " - -dimaksud-dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk -
~ Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Provinsi -~ adalah Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

T ' 4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

o , 4 g 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat ;Daerah yang
e menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
e 'keuangan dan pendapatan Daerah. -

6. ”Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
 bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai
-~ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B T 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah

- ‘kontribusi wajibkepadadaerah yang terutang oleh pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagl
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

8. Retribusi Daerah- yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
‘atau peémberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Prov1ns1 untuk
”kepentmgan orang pribadi atau badan. '

~-~--- - 9,--Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
' dikenai Pajak.

10. Wajib Pajak édalah orrarig pribadi atau badan, meliputi
~ow o .—...__ pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,
~—o---iow - __ yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan éesua,i: ,
~-— - -~ --- - dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
_f:bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk
- wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
) ,WaJ1b Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-
- vundangan perpajakan.




- ' 12.Subjek Retr1bus1 adalah orang pr1bad1 atau badan yang
- menggunakan/ men1kmat1 pelayanan barang, jasa, dan/
‘atau perizinan. :

. . 13.Wa31b Retrlbu81 adalah orang pr1bad1 atau badan yang
~ menurut peraturan _perundang-undangan diwajibkan
. untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk

— - - -pemungut Retribusi tertentu. S

- 14.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha’

ol perseroan terbatas, perseroan komandlter perseroan 7

- - lainnya, badan usaha milik negara, badan

usahamilikdaerah, atau badan usaha milik desa, dengan

- nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda

- "~ beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis

jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau

- peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan. :

. 16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
- PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
' kendaraan bermotor.

17.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya

- disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik

e kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak

— -~ - atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena

"= ~ -~ jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, atau pemasukan
S ke dalam Badan usaha. '

18. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu

- pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya

yang ‘sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga
manusia, beroperas1 menggunakan motor dengan atau

- tanpa roda tidak melekat secara permanen _serta

R beroperasi pada -area - tertentu, termasuk tetapi tidak
©~ terbatas pada area konstruks1 perkebunan, kehutanan,

dan pertambangan ' ' -




29

.Pajak Alat Berat yang-selanjutnya- disingkat PAB adalah

. Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau

gas_yang dlgunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat
- Berat. - T e

“bakar | Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

- permukaan tanah.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP -
adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air =
permukaan. 7

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang

dlpungut oleh Pemerintah.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanJutnya
disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan

sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-

undangan di bidang mineral dan batu bara.

Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilén :
mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di
dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut o

persentase tertentu.

Opseh Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya

.iB’ahgn: Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya

1.iPaJak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya -
;d1s1ngkat PBBKB adalah Pa_]ak ‘atas penggunaan bahan T

.}A1r Permukaan adalah - semua air yang terdapat pada

disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh

kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yéng

- selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang

dikénakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai
-‘dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
_selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen
__yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi atas pokok Pajak
MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- Aundangan

.:Tahun Pajak adalah Jangka ‘waktu yang lamanya 1 (satu)
~ tahun kalender kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan f -
- tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.



‘ I ':32’.'Mas;a’ Pajak'édéliah'j—angka ﬁv_akturl: (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan

" Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang -

~ menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang

N - —7—733 fJasa Umum adalah. Jasa yang disediakan atau dlberlkanw
: 7 - -oleh “Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan
- kemanfaatan 'umumj serta dapat -dinikmati oleh orang
- ’p‘rib*ad'i' atau. Badan'"" - SR o

L olel'i Pemermtah Provinsi yang dapat bersifat mencari -
| I keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan
e e oleh sektor swasta.

35. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah -

o S . pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, -
~ pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,

S - barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

""" LT " melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian -

 lingkungan. '

36.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib- Pajak sebagai sarana dalam administrasi
- perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda

- pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam .

s melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan
) daerahnya. _ s

,,,,,, ) 37.Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
,,,,, T NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana
' : dalam = administrasi perpajakan dengan ketentuan -
) " oo - - tertentu. - -

EST. Perhungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

~ penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau -

" Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang

] terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi -
e . kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya. . 7 '

~ 39.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya

“menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, =~

Provinsi dalam rangka pemberian izinkepadaorang pribadi -
atau Badan yang dimaksudkan untuk pembmaan,r )

disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajakf"

,,,,, ~ - _digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau
. - pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan obJek;
.. __._. . ___Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan
: - o ——ketentuan -peraturan perundang-undangan perpajakan
R - Daerah. - o



'.40

Surat Ketetapan PaJak Daerah yang selanJutnya d1s1ngkat

~"SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan

“besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

41.8
: SSPD adalah_bukti. pembayaran atau penyetoran Pajak

Surat Setoran Pa_]ak Daerah yang selanJutnya d1s1ngkat 7

- fyang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
- telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui .

‘tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

.5 Surat Ketetapan PaJak Daerah Kurang Bayar yang

. ,selanJutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan -

43.

44,

45.

46.

47,

Pajak yang menentukan besarnya Jumlah pokok Pajak,

jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah -

Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat -
ketetapan Pajak yang menentukan tambaha{n atas jumlah :
Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya

disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang

menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan -
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit Pajak. =

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat -ketetapan 7
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada
Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD -adalah-surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/
atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan ;7
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,

- dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu .
- dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah

-~ yang terdapat dalam:Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, '

SuratKetetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah

- Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil, Surat Ketetapan PaJak Daerah Lebih Bayar, Surat

) Taglhan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau
, Surat Keputusan Keberatan. :



48,

,’Surét, Keputusén Keberatan adalah surat keputusan-atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,

“'Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah

HKurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan PaJak Daerah

: ,Taglhan Pajak Daerah Surat Keputusan Pembetulan, atau )
_. terhadap pemotongan atau Pemungutan plhak ketiga yang

51.

52.

53.

dlajukan oleh WaJlb Pajak.

. Putusan Banding adalah putusan badan perad11an Pajak -

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang

‘diajukan oleh Wajib Pajak.
50.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan .
untuk menilai kelengkapan pengisian  surat -

pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk .-

penilaian ‘tentang ke benaran penulisan. dan
pengh1tungannya ) S

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan -.

Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat -- -

Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang
yang telah disita. :

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak
daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat
untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk

- ‘melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

54l

Sii;:ét Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak

: dan biaya Penagihan Pajak.

- 55.

56.
- dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang - -
~dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan -
" suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan - -

Jurus1ta Pajak adalah pelaksana t1ndakan Penagihan
Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus,
pemberitahuan.  Surat Paksa, penyitaan dan

penyanderaan

Pemerlksaan adalah serangkalan kegiatan menghimpun

" pemenuhan kéwajiban perpajakan dan Retribusi dan/atau
- untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang—undangan perpajakan Daerah.



' 57’.;’Surét, - Ketetapan ~ Retribusi -

Daerah yang selanjutnya

~disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang
'menentukan besarnya Jumlah pokok ‘Retribusi. yang

terutang

58 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Leblh Bayar yang
. selanjutnya d1s1ngkat SKRDLB adalah_surat ketetapan
- Retr1bu51 yang menentukan Jumlah ‘kelebihan pembayaran

. terutang

59 Surat

Retribusi--karena- jumlah kredit Retribusi lebih besar
darlpada Retribusi- yang terutang atau seharusnya tidak

Tag1han Retr1bus1 Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa ‘bunga
dan/atau denda.

60. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja
perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah
pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan

' pelayanankepadamasyarakat yang mempunyai fleksibilitas

dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian
dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya. - o

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Pajak;
b. Retribusi;

c. Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;

d. Pengurangan,

Keringanan,

Pembebasan, penghapusan,

atau penundaan atas pokok pajak/Retribusi;

v f Peny1d1kan

“g. Sanksi; -

" €.” Kerahasian data Wajib Pajak

h Ketentuan peralihan; dan

"1, Ketentuan penutup.

BAB II
PAJAK

Bagian Keﬁsgtu

- Jenis Pajak



- -~ -~ ~—  _-Pasal3 - -

‘Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi meliputi:

a. PKB; . -

" b. BBNKB;
¢ PAB;
 d. PBBKB;
e PAP; - - - |
" f Pajak Rokok; dan~  ~
_ g Opsen Pajak MBLB. -

Pasal 4

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf e merupakan jenis
Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur. '

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf d, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan perhitungan sendiri. oleh Wajib
Pajak. '

Bagian Kedua
Rincian Pajak
Paragraf 1
PKB

Pasal 5

(1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas
Kendaraan Bermotor.

(2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah
Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

“undangan. :

7 (3); Yang dikecualikan dari Objek PKB ;,sebagéima,n’a diméksudr

pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan
- atas: -
a fkereta’ api;
~b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan
untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

_c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan 7

R rr@egara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-

A lembaga - internasional - yang- memperoleh fasilitas
- pembebasan Pajak dari Pemerintah;
d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
e. Kendaraan B,érmotor yang dioperasikén di air.



- (2)

) (dua) unsur pokok, yaltu

o Pasa16

ﬂSubJek PKB adalah orang pr1bad1 ‘atau Badan yang
,memlhkl dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor

Wa_]1b PKB. adalah orang pr1bad1 atau Badan yang memiliki

- Kendaraan Bermotor

?? - Pasal 7 -
Dasar pengenaan PKB adalah hasﬂ perkahan antara 2

-a. n11a1 jual Kendaraan Bermotor; dan -

“b. bobot yang mencerminkan - secara relat1f tingkat
kerusakan jalan dan/atau pencemaran. llngkungan
akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana 7dima7ksud
pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan harga
pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor- - ’

Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Hargaﬁ pasaran
umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun
Pajak sebelumnya. .

Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud épada’ ayat
(2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagal .
sumber data yang akurat.

Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan
Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor-
dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh
faktor-faktor: ' '

a. harga Kendaraan Bermotor dengan isiif siiinder
dan/atau satuan tenaga yang sama;

b. penggunaan Kendaraan Bermotor- untuk umum atau
pribadi; : -

- c. iharga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan

‘Bermotor yang sama

- d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan

Kendaraan Bermotor yang sama;,

e. "harga Kendaraan*' Bermotor :denganw - pembuat

f 'harga Kendaraan Be;motor dengan Kendaraan

-g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen
pemberitahuan-impor barang.-



W (8) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Berrﬁotdf faafu

- (6) jBobé)t jsebagai@ana ;dimaksud pada ayat (1) huruf b -

L T ,batas toleransi; dan -

L12-

dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai
"berikut‘ '

a. koeflslen sarna dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan
o 7dan/ atau pencemaran l1ngkungan oleh penggunaan
" Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam

“b. koefisien lebih- besar dari 1 (satu) berart1 kerusakan :
jalan - dan/atau- pencemaran lingkungan- oleh -
penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dlanggap -
'melewatl batas toleran31 ' :

- (7) Bobot sebagalmana dlmaksud pada ayat (6) d1h1tung ]

berdasarkan faktor-faktor:

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah
sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;

b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang
dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau
jenis bahan bakar lainnya Selain bahan bakar berbas1s '
energi terbarukan; dan

c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri -
mesin Kendaraan Bermotor yang - dibedakan
berdasarkan isi silinder. B .

berpedoman pada peraturan menteri  yang -
menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam _negeri .
mengenai dasar pengenaan PKB.

(9) Dasar. pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor
baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan -
berpedoman pada peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan
memperhatikan penyusutan nilai  jual Kendaraan

-~ Bermotor dan bobot sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)

- huruf b.

(10) Dasar pengenaan PKB sebagalmana dimaksud- pada ayat

(9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun :
dquan memperhatikan indeks hargardan perkembangan

-~ perekonomian: -

- - ~ _Pasal8 7
(1) Tarif PKB ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk
' kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor '
- pertama dan seterusnya oleh orang pribadi. )
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- (2) ;Tarif PKB dite’tabkan* rsebesar'l,Q%j' (satﬁ koma dua persen) -

- untuk - kepemilikan ~dan/atau penguasaan Kendaraalfl
" "‘Bermotor pertama dan seterusnya oleh badan.

/(3) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan
- . Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk ~angkutan =

__ umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans,

-~ - pemadam kebakaran, -social keagamaan, lembaga sosial

-~ - -dan keagamaan, Pemerintah Pusat- dan - Pemerintah -

=" Daerah ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)-

_ _nomior induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Pasal 9

(4) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, -

(1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara :
mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2) dengan tarif PKB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (1) atau ayat (2) -

atau ayat (3).

~ kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

_(3) PKB yang terutang dipungut di wilayah Provinsi tempat
Kendaraan Bermotor terdaftar.

(4) Pemungutan Pajak PKB dilakukan bersamaan dengan
penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 10 -

(1) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan bérturut—turut
terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(2) PKB dibayar sekaligus di muka.

~ (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan

 penggunaan Kendaraan Bermotor belum sampai 12 (dua

~ belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib

(2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya

- Pajak dapat mengajukan restitusi atas PKB yang sudah -

dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

(4) Ketehtuah lebih lanjut mengenai ‘tata cara pelaksanélan
restitusi/ 7pcrigemb,alianﬂ sebagaimana dimaksud pada ayat
. (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

::Paragraf 2
BBNKB

Pasal 11

— (D) ’Objék BBNKB adalah peﬁyerahan pertama atas Kendaraan
-7 Bermotor. o ' '




e (2) jKendaraan*Berniotor ;sebagaimana dimaksud pada ayat {1)-
"adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di
~‘wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
R perundang undangan o o

e ,(3) Yang dikecualikan . _dari objék ‘BBNKB sebagaimana
- - “dimaksud padar ayat. ( ) adalah penyerahan atas: . , o

T 7 7 7 a) kereta api; ,
"~ b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata d1gunakan )

o 7 o ,7untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; -

- - - - Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, pe_rwakllan

o 7 - _-negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga

R internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan -

o e pajak dari Pemerintah; - -

o 7' - 7 : d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan

e. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

B (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana -
- dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan -
- Bermotor dari luar negeri untuk d1paka1 secara tetap di

" Indonesia, kecuali:
S a. untuk diperdagangkan; , )
R " b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan
R Indonesia; dan - :
c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, dan/atau
7 " kegiatan olahraga bertaraf internasional.
-~ (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
T b dan huruf ¢ tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas)
bulan - berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak
dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

S : Pasal 12

(1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan
__yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

o - R (2) Wa31b Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang
T . menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 13

Dasar 7pengenaan BBNKB merupakan nilai jual Kendaraan
- Bermotor yang d1tetapkan dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang
T B mengatur mengena1 nilai Jual Kendaraan Bermotor. :

- '-74-{-, e - - Pasall4
Tarif BBNKB di‘ietapkranrsebeisar 10% (sepuluh persen).




PasallS N

(1) Besaran pokok- BBNKB yang terutang d1h1tung dengan :
cara mengahkan dasar pengenaan BBNKB sebagalmana

~ dimaksud dalam Pasal 13 dengan tarif BBNKB '
,sebagalmana d1maksud dalam Pasal 14.

0 (2) Saat terutang BBNKB “ditetapkan pada saat terJadlnya

f“penyerahan pertama Kendaraan Bermotor

T . (3) BBNKB yang terutang dipungut d1 Wllayah Prov1n81 tempat - B

- Kendaraan Bermotor terdaftar. I, . L

 (4) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran
Kendaraan Bermotor.

n (5) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam

T pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan

. ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ' Paragraf 3
i : PAB —

T , Pasal 16
B ) 7 ) (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat

= Berat.

R - (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana;dimaksud

pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan

atas: :

a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau - dikuasai
“_Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nas1onal
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,
konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal
balik dan lembaga internasional yang memperoleh
fasilitas pembebasan pa_]ak dari Pemerintah Pusat.

L I T Pasal 17

(1) Subjek PAB adalah orang pr1bad1 atau Badan yang
memiliki dan /atau menguasai Alat Berat

B (2 Wajib PAB adalah orang pr1bad1 atau Badan yang mem111k1 :
dan / atau menguasal Alat Berat.

o o Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual Alat Berat

- !2) Nilai jual sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat
~ yang bersangkutan.



e-

-(3) {'Harga 'rata—rata'r'pﬁasaran “umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang
diperoleh dari -berbagai sumber data-yang akurat pada -
‘minggu  pertama -bulan Desember =~ Tahun Pajak
sebelumnya ’ o T ' -

~(4) ‘Dasar -~ pengenaan - PAB berpedoman pada peraturanr

— fmenten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan
- *dalam negerl mengena1 dasar pengenaan PAB. S

. Pasal 19 -

' Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 20

(1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19. - - '

(2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadiﬁyaw -

~ kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat

(3) PAB yang terutang dipungut di wilayah Provinsi tempat -
penguasaan Alat Berat.

Pasal 21 : -

(1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat
dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas)
bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan
dan /atau penguasaan Alat Berat secara sah. -

(2) PAB untuk kepemlhkan dan/atau penguasaan Alat Berat
dlbayar sekaligus di muka.

(3) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat
Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
“ayat (1), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan
berakhlrnya jangka waktu sebagalmana ‘dimaksud pada '
- ayat (1).

, (4)7 Dalam hal terjadi keadaan kahar sqhingga kepemilikan

- dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua

"~ belas) bulan, wajib pajak dapat mengajukan restitusi atas -- -

"~ PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang
- belum dilalui.
'(5)V~Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

- restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur

o dengan Peraturan Gubernur.



-Paragraf 4
- PBBKB

7 Pasal 22 -

;Ob_]ek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia
o ‘BBKBkepadakonsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor

- Pasal 23

(1) SubJek Pajak PBBKB adalah konsumen BBKB.
‘ (2) Wa_]lb PaJak PBBKB adalah orang pr1bad1 atau Badan

- penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
(3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.

(4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
adalah produsen dan/atau importir bahan bakar
Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk
digunakan sendiri.

Pasal 24

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum
dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 25

(1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima
persen).

(2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum
ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif’
PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Pasal 26

(1) Besaran pokok PBBKB yang terutang d1h1tung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBBKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) atau ayat
: @). '

(2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya
penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB. ,

(3) PBBKB yang terutang dipungut di w11ayah Daerah tempat

' ” rpenyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna
Kendaraan Bermotor

- Paragraf 5
PAP

Pasal 27

; :(1)‘ Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air

Permukaan.




0 (2) 7Yang_ dike_cualikén -dari objek PAP adalah pengambilan
‘dan/atau pemanfaatan untuk:
a. keperluan dasar rumah tangga;
pcngairah iaiertéﬁiah rakyat;
perikananrakyat; - - - |

keperluan keagamaan;

|
© a0 o

kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut
~ baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air
payau); dan "

- - f.- perkebunan yang dikelola oleh rakyat.
e Pasal 28

(1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan.

D (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang
. melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan.

Pasal 29

(1) Dasar Pengenaan PAP adalah nilai perolehan' Air
Permukaan. )

(2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air
Permukaan dengan bobot Air Permukaan.

(3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah
berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian
sumber daya Air Permukaan. :

(4) Bobot Air Permukaan . sebagaimana dimaksud pada ayat
S - (2) dinyatakan: dalam koefisien yang didasarkan paling
- - sedikit atas faktor-faktor:

- a. Jlokasi pengambilan air;

 b. volume air; dan
. c. :kewenangan pengelolaan sumber daya air.
(5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan -
"~ Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang
~ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
o Pemer:intahéri d1 bidan:gw pekerjaan umum.

s , o Pasal 30
- Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).




(1)

T L Pasal 31

Besaran pokok PAP yang terutang d1h1tung dengan cara

- ,mengallkan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud
~ dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarlf PAP sebagaimana

@

®

(1)

(3)

- d;maksud,.rdalam Pasal 30.

Saat’ terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya

‘pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan

'PAP yang terutang dlpungut di w11ayah Provinsi tempat Air

Permukaan berada.

- Paragraf 6
Pajak Rokok

Pasal 32
Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.

Rokok sebégaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk }'okok lainnya
yang dikenai cukai rokok.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai
cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang cukai. R

Pasal 33

Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.

Wajib  Pajak  Rokok adalah pengusaha  pabrik
rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin
berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

Pajak Rokok dipungut bersamaan dengan cukai rokok oleh
Pemerintah. :

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukal yang ditetapkan
~ oleh Pemerlntah terhadap rokok.

Pasal 35

Tar1f Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
dari cukai rokok.

Pasal 36

7 (1) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung

dengan cara mengahkan dasar pengenaan Pajak Rokok

- ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan tarif Pajak
" Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
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-~ (2) -Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya -
“pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik
“rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin
berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

i.i ,,,,, (3) PaJak Rokok yang terutang dlpungut di . w11ayah
B ffkrepgbeananrlndqnesm ~

o L N 'Pafagraf 7 ‘
B T T - ‘Opsen Pajak MBLB
7 - 7 ' E ' Pasal 37
— ObJek Opsen PaJak MBLB adalah Pajak MBLB terutang

7 [ Pasal 38 7
(1) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib
Pajak MBLB.

- - (2) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan
- dengan pemungutan Pajak MBLB terutang. -

Pasal 39

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB adalah Pajak
‘MBLB terutang. _

Pasal 40

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh
lima persen).

Pasal 41

(1) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan dasar pengenaan ‘sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 dengan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40.

-~ (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB d1tetapkan pada saat
"~ © " terutangnya Pajak MBLB

7 (3) Wilayah = pemungutan Opsen MBLB yang terutang
: merupakan w11ayah Provinsi tempat pengambilan MBLB.

L o Bagian Ketiga
o S , Masa Pajak dan Tahun Pajak

EEE i - . Pasal 42

i (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi
R atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif
----atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu
~dalam masa PaJak dalam tahun Pajak, atau bagian tahun
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai perpajakan daerah.




S o =21- 7
~° (2) Masa Pajak - sebagaimana' ~dimaksud pada ayat (1)-
' “merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
" Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut -
: o R ‘berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau .
o o '~ menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak
-~ terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Gubernur. ’ '
-~ (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk - -
“menghitung,  menyetor, dan - 'melaporkah Pajak
“yangterutang untuk ~jenis Pajak = yang = dipungut
‘berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1
(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama
3 (tiga) bulan kalender. 7

e ' (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
' merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender. '

Bagian Keempat

- Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang
Telah Ditentukan

Pasal 43

(1) Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Ayat (1) huruf dialokasikan paling sedikit 10%
(sepuluh  persen) untuk  pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana
transportasi umum.

(2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf b, dialokasikan paling sedikit
50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan
kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak,
dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

- 7  Bagian Kelima
Bagi Hasil Pajak
, Pasal 44
B (1) 7Hé'siil pénérimaan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok sebagian
, diperuntukkan bagi kabupaten/kota dengan ketentuan
. sebagai berikut:

a. hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada
kabupaten/kota sebesar:




1. 50% '(lima puluh- persen) jika sumber air berada
. .pada lebih dari 1 (satu) kabupaten /kota; atau
2. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada
~ hanya pada 1 (satu) kabupaten/kota. S
_ b. hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan_ kepada
- kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- dan -

“C. hasil penerimaan- Pajak Rokok dibagihasilkan kepada
"~ kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

_(2)_Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/ kota sebégaimana

“dimaksud pada  ayat (1) ditetapkan dengan
memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar
kabupaten/kota.

(3) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten /kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam Besaran bagi hasil
Pajak per kabupaten/kota di Provinsi, dengan ketentuan:

a. bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dibagi secara proporsional -paling kurang
berdasarkan variable panjang sungai dan/atau luas
daerah tangkapan air; :

b. bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksudipada'ayat(l)
huruf b dibagi secara proporsional sebesar 70% (tujuh
puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan
Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang
bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada

- seluruh kabupaten/kota di Provinsi yang
bersangkutan; dan -

c. bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional paling
kurang berdasarkan variable jumlah penduduk
kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan

" (4) Alokasi besaran bagi hasil pajak per kabupaten/kota

" ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 45

(1)’ Penyaluran bagi hasil Pajak dilakukan = melalui
pemindahbukuan dari kas Daerah provinsi ke kas
kabupaten/kota.

~ (2) Penyaluran bagi hasil PBBKB dan PAP dilakukan 7 (tujuh)

rharif kerja setelah berakhirnya triwulan yang menjadi
dasar penghitungan bagi hasil Pajak. '

(3) Penyaluran -bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak
- Rokok. '
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BAB III
'RETRIBUSI
- Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 46

Jenis Retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

“c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 47
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa
Umum, meliputi: '
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan pasar; dan
C. pengendalfan lalu lintas.
Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum
sebagaimana dimaksud pada - ayat (1) merupakan

pelayanan yang disediakan -atau diberikan oleh
Pemerintah Provinsi berdasarkan kewenangan Proviilsi.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) te;rr}a§uk
pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 7

Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas - - |

pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek
diatur dalam Peraturan Gubernur. L

Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud pada - ayat (4)
dilaksanakan dengan ketentuan: -

a. tidak bertentangan dengan peraturan pérﬁﬂdéng'
~ undangan yang lebih tinggi; o :

~ b. tidak menghambat iklim investasi di Daérah; Qan

©)

¢. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. -

;P,e,raturéiﬁ'(i}uberrnur sebagaimana dimaksud pada"aia’:c 4)

~ disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang
" menyelenggarakan urusan. pemerintahan dalam negeri,

" dan DPRD paling lambat 7 -(tujuh) hari- kerja
~sejakPeraturan Gubernur ditetapkan. - -
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(7) Dikecualikan “dari objek Retribusi = Jasa Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa
umum yang dilgkul}an' oﬁlehf pemerintah pusat, badan

. usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak
swasta.. ' : e

Pasal 48 -
Pelayanan kesehatan sf:bagaimana dimaksud -dalam Pasal-47 -
ayat (1) huruf a merupakan - pelayanan kesehatan ~di-
- puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai
pengobatan, rr'um’ah' sakit umum daerah, dan tempat
pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki
 ‘dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan
 administrasi. : - :
Pasal 49

‘Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(1) huruf b adalah  penyediaan fasilitas  pasar
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang
dikelola oleh Pemerintah Provinsi. S

Pasal 50

(1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (1) huruf c merupakan pengendalian atas
penggunaan ruas jalan tertentu, kotridor tertentu, atau
kawasan tertentu pada/waktu tertentu oleh pengguna
kendaraan bermotor. A S

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendaliarilé@ lintas B

diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan
“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perhubungan. B

Pasal 51

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan 'orang pribadi -
atau Badan yang menggunakan atau menikmati
pelayanan Jasa Umum. . S

- - (2) Wajib Retribusi- Jasa Umum merupakan. orang pribadi

- “atau- Badan - yang- menurut  peraturan perundanga R

-~ undangan diwajibkan ~untuk ~ melakukan pembayaran
© Retribusi atas pelayanan Jasa Umunl. S

7 ) ’ l?aysalfsz 7
" (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa U mum

- merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar
~ alokasi -beban -biaya yang _dipikul Pemerintah Daerah
untuk pcnyelenggéraan jasa yang bersangkutan.
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(2) Tlngkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum
-sebagaimana - d1maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
“ketentuan: 7 7 -

‘a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis
pelayanan, frekuensi -pelayanan, - dan/atau jangka
waktu pelayanan; = ‘

" b. pelayanan parkir di tepi jalan ~umum diukur -
berdasarkan Jems kendaraan, jenis/kawasan lokasi
parklr frekuens1 pelayanan dan /atau Jangka waktu '
pemakaian tempat parkir; 7 o B

‘¢, pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi
pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar
dan/ atau;jenis pemakaian fasilitas pasar; dan

- d. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi

ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu

penggunaan pelayanan, dan/ atau ] Jenlszendaraan
Bermotor. :

Pasal 53

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Umum  ditetapkan dengan memperhatikan biaya
penyediaan jasa yang Dbersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian
atas pelayanan tersebut. - '

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan b1aya .
modal. o

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya mempe‘fhatii{an

biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada éyat
(1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian b1aya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). '

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai .
dengan  ketentuan = peraturan perundang undangan
mengenai BLUD. .

Pasal 54

Besaran Retribusi J asa Umum yang terutang dihitung denganr :
cara mengahkan ' tlngkat penggunaan Jasa dengan tarif
Retr1bu51 - -

R N - Pasal 55 - ,
(1) Struktur dan besaran tarif Retr1bu31 Jééa Wﬁr’num

_tercantum _dalam - Lamplran 1 yang merupakan baglan
tldak terp1sahkan dari Perda i 1n1 : :
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(2) Tarif Retr1bus1 d1t1nJau kembah pallng lama 3 (tlga) tahun

sekah

Peninjauan -tarif- Retribusi sebagalmana dlmaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan memperhatlkan indeks harga
dan perkembangan perekonomian, tanpa - melakukan
penambahan objek Retribusi Jasa Umum

Tarif Retribusi has11 penmjauan sebaga1mana dlmaksud'
pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagiah Kétiga 7
Retribusi Jasa Usaha

Pasal ;56

" Jenis penyediaan/ pelayanén barang danjatau jasa yang

merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, meliputi:

-a. penyediaan tempat kegiatan usaha- berupa - pasar

grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil
bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya
dalam lingkungan tempat pelelangan;

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan Jalan
penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan / v1lla, ]
pelayanan jasa kepelabuhanan,

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

® ™0 Q0

pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan
menggunakan kendaraan di air; '

h. penjualan hasil produksi usaha Pemerlntah Prov1ns1

dan
i. pemanfaatan aset Provinsi yang tidakw ‘mengganggu
penyelenggaraan tugas dan  fungsi -organisasi
perangkat daerah dan/ atau optimalisasi.- -~ -
Penyediaan/ pelayanan sebagaimana d1maksud pada ayat
(1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi

berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan
kewenangan Daerah. :

WPelayanan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) termasuk

pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Dalam hal terdapat penyesuaian detaﬂ r1n01an objek atas

pelayanan yang diberikan oleh -BLUD sebagaimana

' dlmaksud pada ayat (3) penyesuaian detaﬂ rincian obJek

dlatur dalam Peraturan Gubernur



(6) ,
-~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa
‘yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik
_negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

(5)

-7 -

Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

“dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha

- Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan

~urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri
-yang menyelenggaraka~ urusan pemerintahan dalam

negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
diundangkan. -

] Pasal 57

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,
pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan
penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar
grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan,
serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau
diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 58

(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi,

dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam
lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan
tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh
Pemerintah Provinsi untuk melakukan pelelangan ikan,
ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa
pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di

. tempat pelelangan

(2) Termasuk penyediaan tempat peieléhgan sebagaimana

-~ ‘dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh

Pemerintah Provinsi dari pihak lain untuk dijadikan

~ sebagai tempat pelelangan.



Provinsi.
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Pasal 59

Penyediaan tempat khusus parkir di luar. badan jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c adalah
penyediaan tempat khusus parkir di luar badan-jalan yang
disediakan, -dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Pasal 60

Penyediaan = tempat penginapan/pesanggrahan/villa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d
adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah

--Provinsi. 7 - - : , o

I ' Pasal 61 )

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam

tPasalﬁ 56 ayat (1) huruf e adalah pelayanan- kepelabuhanan

pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Provinsi.
Pasal 62 o

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f adalah
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Provinsi. ' .

Pasal 63

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan
menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam .
Pasal 56 ayat (1) huruf g adalah pelayanan penyeberangan --
orang atau barang dengan menggunakan kendaraan - di -air-
yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 64

Penjualén hasil produksi usaha Pemeriritélzl: 1 ;;P;I‘f?vililsi -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf h

“adalah penjualan _ hasil produksi usaha daerah oleh.
- Pemerintah Provinsi. : L LITE eallLo Ll
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Pasal 65 )

- Pemanfaatan aset Provinsi yang tidak mengganggu .
- penyelenggaraan - tugas dan fungsi organisasi perangkat
daerah dan/atau optimalisasi asset daerah dengan tidak
~ mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam
" pasal 56 ayat (1) huruf i adalah pemanfaatan aset daerah yang-
tidak menggangu penyelenggaraan tugas dan fungsiorganisasi
dan/atau optlmallsa31 asset daerah dengan tidak mengubah
~ status kepem111kan sesual dengan ketentuan peraturan
“perundang-undangan. '

7 Pasal 66
(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi

-~ -atau Badan yang menggunakan atau men1kmat1
"~ pelayanan Jasa Usaha. o : -

(2) Wa_]lb Retr1bus1 Jasa Usaha merupakan orang pr1bad1 atau
Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 67

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha
merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar
alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah
untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa -Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan—
ketentuan: "

a. penyediaan tempat kegiatan usaha dlukur
berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan
dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar
grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan
luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan,
dan/atau jangka waktu pemakaian fasﬂ1tas tempat
‘pelelangan;

_ - c.. penyediaan tempat khusus park1r di luar badan Jalan N

- diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi

- pelayanan, - “dan/atau jangka. waktu . pemakaian
fasilitas tempat khusus parkir di luar- badan jalan;-

- d. penyediaan ‘tempat penglnapan atau pesanggrahan

‘atau vila dlukur berdasarkan Jems fasilitas, frekuensi

W‘ipelayanan ~dan / atau Jangka waktu pemakalan ’

_fasilitas tempat pengmapan atau pesanggrahan atau )
V11a, :
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e. pelayanan jasa kepelabuhan “diukur berdasarkan
" frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian =~

fasilitas kepelabuhan jenis pelayanan, dan/atau
volume penggunaan pelayanan 7

f.-  pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga
diukur -berdasarkan jenis = fasilitas, — frekuensi.
pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian o
fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

'g.” pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan
frekuensi pelayanan dan/ al:au Jangka ~waktu
pemakaian fasilitas penyeberangan di air; N

h penjualan  produksi usaha  Daerah  diukur
berdasarkan jenis dan/atau volume produk31 usaha
- Daerah; dan : e

i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis =
pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi
pelayanan, dan /atau _]angka waktu pemanfaatan aset

Daerah.

Pasal 68

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif
Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh
keuntungan yang layak. -

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan
jasa usaha tersebut dilakukan = secara - efisien dan
berorientasi pada harga pasar. :

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai -
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai BLUD. R

Pasal 69

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif
Retribusi. .

Pasal 70 - S ER

: (1) Struktur dan besaran tarlf Retrlbu31 Jasra Usaha
‘tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
- *t1dak terplsahkan dari Perda ini. - - - e

(2] Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa
" a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;

b, kerja sama pemanfaatan;



@)
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‘¢. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau -
d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud

: pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan
- pemanfaatan barang milik Daerah. - - :

_Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana

dimaksudrpadei ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

—fa. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

(5)

- undangan jang lebih tinggi; - - -
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi blaya t1ngg1

Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan
barang milik Daerah.

(6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun

(7)

(8)

(1)

sekali.

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan- perkembangan perekonomian, tanpa melakukan
penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. o

Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 71

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek
Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

a. penggunaan tenaga kerja asing; dan

b. -pengelolaan pertambangan rakyat.

,Peléiyanan sebagaimané dimaksud pada ayat (1)

discdiakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi
berdasarkan kewenangan Daerah.

Dikecualikan “dari objek Retribusi Perizinan Tertentu
sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (I) yaitu pelayanan

7iper1z1nan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak

_ swasta.




- - - Pasal 72 -

" (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a adalah
pelayanan pengesahan rencana pengéunaan tenaga kerja

asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja
~__asing .sesuai. dengan_ ketentuan peraturan perundang-

- undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. .

(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan

~ tenaga kerJa -asing oleh instansi 7pemer1ntah pusat,
,_perwakllan negara asing, badan internasional, lembaga
sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di
lembaga pend1d1kan

Pasal 73

(1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b adalah
~ pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang

- izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Provinsi dalam
rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemermtah di
bidang pertambangan mineral dan batu bara.

(2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagalmana’
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. orang perseorangan yang merupakan penduduk

- setempat; atau

b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk
“setempat. :

Pasal 74

(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang
pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati
pemberian Perizinan Tertentu. )

" (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan - orang
pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran

" Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

i . Pasal 75

. (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan

- Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang

dljadlkan ‘dasar alokasi beban biaya vyang  dipikul

~Pemerintah Daerah  untuk- penyelenggaraan jasa yang
bersangkutan




@
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‘Tingkat -penggunaan - jasé ~atas- pelayanan - Perizinan :
Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

- ‘dengan ketentuan:

a. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur
berdasarkan  frekuensi  penyediaan  pelayanan
dan/atau jangka waktu pelayanan; dan B

. b. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur

(1)

(2)

3)

berdasarkan jenis pelayanan, -frekuensi - pelayanan,
atau - formula - yang mencerminkan.  biaya -
- penyelenggaraan penyediaan layanan. S

Pasal 76 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif -
Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan

untuk menutup sebagian atau seluruhbiaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya - penerbitan
dokumen izin, pengawasan, penegakan = hukum,
penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari
pemberian izin tersebut. ' '

Pelayanan pengesahan rencana penggunaan 'tehaga'fkerja

asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal - =

71 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin
mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai
penggunaan tenaga kerja asing. '

Pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan
rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1),
biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pada kementerian di bidang energi dan sumber daya
mineral. - -

Pasal 77

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif
Retribusi.

(1)

Pasal 78

_Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan

~untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.



s

- (2) Dalam hal- tarif Retribusi sebagaimana- dimaksud pada - -

~ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain
- rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tefap harus
dilakuk’an dalam satuan mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan

) oleh i'rie_ntéfri' ~ yang menyelenggarakan urusan
' Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan
perpajakan. -

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu
- .~ tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian

" tidak terpisahkan dari Perda ini. :

(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama:S, (tiga) tahun
sekali.

(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian, tanpa imelakukan
penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

(6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif
yang ditetapkan dalam peraturan =~ perundang-
undanganmengenaipenggunaantenagakerjaasing. '

~ (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud -

pada ayat (5) khusus pelayanan pengelolaan
pertambangan rakyat berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya
mineral. '

(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6).-dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.

(9) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibayarkan dengan nilai rupiah berdasarkan nilai kurs
yang berlaku pada saat penerbitan SKRD Qleh Wajib

Retribusi.

, Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

B C Pasal 79

(1) Pemanfaatan ‘dari penerimaan masing-masing jenis
Retribusi - diutamakan untuk mendanai kegiatan yang
berkaitan -langsung - dengan penyelenggaraan pelayanan
- *yang bersangkutan. - -




s
= (2 Penianfaatan dari-'p:eneri;maanffRetribusi -yang dipungut --
-“dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk
mendanai’ penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai
"‘defig’an ketentuan - peraturan perundang-undangan

’ mengenau BLUD

- (3)- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerlmaan
... -Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Gubernur. -

. T ~ BABIV
: - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUST

. Pasal 80

(1)’Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan
Pajak dan Retribusi.

(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutaanajak danf
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
~ pengaturan mengenai:

a. pendaftaran dan pendataan;
b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
pembayaran dan penyetoran; -

c
d. pelaporan;
e

pengurangan, pembetulan, dan pémbatalan
ketetapan; '

f. pemeriksaan Pajak;

g. penagihan Pajak dan Retribusi;

h. keberatan; -

i. gugatan;

j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh -
Gubernur; dan :

k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara
~ pemungutan Pajak dan Retribusi.

7 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan
- Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Gubernur. '

- BABV

'PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
 PAJAK/RETRIBUSI

S ) Baglan Kesatu
Insentlf F1ska1 Pajak Dan Retr1bus1 Bagl Pelaku Usaha




Pasal 81

(1) Dalam mendukung ‘kebijakan kemudahan berinvestasi,

Gubernur dapat memberikan 1nsent1f fiskal kepada pelaku :

7 usaha di Daerah.

- (2) Insentif fiskal sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berupa

“pengurangan, ~ keringanan, dan pembebasan ~atau
penghapusan atas pokok Pajak pokok Retrlbu51 dan/atau
sanks1 nya.

(3) Insentif f1ska1 sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) dapat

- diberikan-atas- permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib -
“Retribusi atau diberikan -secara jabatan oleh Gubernur
berdasarkan pertimbangan: )

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib
Retribusi; .

b. kondisi- terteritu objek Pajak, seperti objek Pajak
terkena bencana alam, kebakaran, dan /atau penyebab
lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur -
kesengajaan yang dilakukan oleh - Wajib Pajak
dan/atau pihak lain yang bertujuan  untuk
menghlndarl pembayaran Pajak; : '

¢. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha )
mikro dan ultra mikro; ,

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi

" dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

‘e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam
mencapa1 program prioritas nasional. ) '

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana d1maksud pada -

ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan -
kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.-

(9 Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan
faktor-faktor antara lain: :

"a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh
‘Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pa_]ak dan/atau Wajib
 Retribusi; dan/atau

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak -

~ dan/atau “Wajib Retribusi terhadap: perekonomian
“‘daerah . dan lapangan kerja di daerah yang
" bersangkutan. o
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(6) Pemberian inséhtif ﬁskalr kepada Wajib Pajak dan/atau -
“Wajib -Retribusi pelaku usaha mikro dan -ultra mikro
- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, 7di1akukah
sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam
peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro,

"~ kecil, menengah, dan koperasi. o '

(f'Z)fPemberiari”insentif ,fijskal kepada Wajib Pajak dan/ atau

-- -Wajib - Retribusi -sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
-~ huruf- d, disesuaikan dengan -prioritas Daerah yang
= tercantum - dalam  Rencana Pembangunan Jangka
~_Menengah Daerah. ) ) B

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau
Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian
proyek strategis nasional.

Pasal 82 .

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam
~ Pasal 81 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan
- diberitahukan kepada DPRD.

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Gubernur
dalam memberikan insentif fiskal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata
cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan
Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah
mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 83

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) merupakan -
permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi,
apabila diperlukan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk
‘dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi
untuk tujuan lain.

(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana
~ dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan

bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang
mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk
menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan

.~ faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dan

ayat (5).
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I —;BagianKedﬁa—
-~ Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

T  _Pasal 84

o o pembebasan, dan p’enunda@an ipembayaran atas pokok

et ~dan/atau_ sanksi Pajak dan/atau Ret,riibusiiﬁ 7 déljgén
o '~ memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi
... . _dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan,

: : (72;) Ko;iglisi’ Wajib Pajak sebagaimana diméksud pada ayat (1)
-antara lain k@mampuén ‘membayar Wajib Pajak ~atau
tingkat likuiditas Wajib Pajak. '

R (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
R antara paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat
terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak
atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek
Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang
terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara,
Kerusuhan dan/atau kerusuhan. S '

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi -dan -tata
"~ carakeringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok
Retribusi, dan/atau sanksi nya diatur dengan Peraturan
Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah
mengenai Pajak dan Retribusi.

- Pasal 85

(1) Perangkat daerah yang melakéanakan pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu. :

(2) Pemberian inséntif ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
_ditetapkan melalui APBD.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
"~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
" Peraturan Gubernur. -

" Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah
L - Pasal 86

(1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan

 daerah kepada Wajib Pajak, berupa : | |

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan.
Pajak; dan/atau
"~ b. pemberian fasilitas angsuran atau -penundaan Pajak
'~ Terutang.




 (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan -
- Pajak sebagaimana .dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan
| ‘sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban =
pajak pada waktunya. o ) o '
e (3)/Perpanjangan,batas waktu pembayaran atau pelaporan .
- Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat -
diberikan- Gubernur secara jabatan atau berdasarkan
permohonan Wajib- - Pajak yang- ditetapkan  dalam
“keputusan Gubernur. I o '

7 ~ (4) Pemberian fasilitas angsuran atau. ,penundaan' P’ajak'
e ~ Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b '
dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan
likuiditas atau kondisi lain sehingga Wajib Pajak tidak
mampu memenuhi kewajiban pelunasan -Pajak pada

waktunya. ' '

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak
. ~ terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
-  diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak
e e " yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur. -

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak
dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak

Sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :

a. menyetujui jumlah angsuran pajak dé}n/ atau masa
angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak; i

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau
o ‘ masa angsuran atau lamanya penundaan yang
dimohonkan Wajib Pajak; atau ' '

S _c. .menolak permohonan Wajib Pajak.

. ~ (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
" dan b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua
~ puluh empat) bulan. |

(9) Pembayaran - '?ngsuran setiap masa angsuran dan

, - pembayaran pokok pajak yang ditunda disertai bunga

-~ - - - ~gesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
’ © " mengenai Pajak dan Retribusi. ' ) '
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S (10) Keadaan kahar Sebagairhanafdimaksud pada ayat (2) danf |
R - ayat (4) meliputi: - i ’

a. Bencana alam;

. b ikebékafari;f_ o

R S Kerusuhan missal atau huru-hara; fdan /-atau
-~ d. Wabah p’enirékit. § -

- A Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata
~ .. ... cara “pemberian . kemudahan. perpajakan Provinsi diatur
) —rdenganr Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada -
- - -Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi.

e 7 BAB VI : - 7
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 87

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak
- lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau -
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

R (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

~- juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur -

_ untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
';D,aerah.

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: o
a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai
T ' saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan '
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh
Gubernur untuk memberikan keterangan kepada
pejabat 1embaga negara atau instansi Pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang
Keuangan Daerah. » '

(4) Untuk " kepentingan Daerah, Gubernur berwenang
memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana
~ dimaksud pada ayat' (1) dan tenaga ahli sebagaimana 7

~ dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
-~ memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib
Pajak kepada pihak yang ditunjuk.




B
‘perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim
"sesuai dengan hukum acara pidana- dan hukum acara
" perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada

. (6)

4

Untuk ‘kepentingan pemeriksaan- di pengadilan dalam -

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga

- ahli - sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk
memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan 7
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

Pernﬁntaan ‘hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

“harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat,

keterangan yang diminta, serta  kaitan antara perkara

“pidana atau perdata yang bersangkutan dengan

keterangan yang diminta.
BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 88 o .

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di '

bidang perpajakan daerah dan retribusi, sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang mengenai Hukum Acara
Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, "dan meneliti
~ keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi _lebih
lengkap dan jelas; '

“b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah dan retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

: pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana

~ di bidang perpajakan daerah dan retribusi;

d.” memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
‘berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah dan retribusi; R o




a2

-e. finelakukanf—penggeledahan untuk mendapatkan bahan

bukti pembukuan, pencatatan, :dan dokumen lain,
serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
“tersebut; - I .

" f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka f

 pelaksanaan tugas pepyidikan Vti,hdék pidané di bidang
) perpajakan,daerah dan retribusi; -

- g. “menyuruh - berhenti -dan/atau  melarang ;seseorang :

(1)

- ‘meninggalkan - ruangan ~atau tempat - pada : saat
“pemeriksaan ~sedang berlangsung dan ~memeriksa
“identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa; o ' :
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
i, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan /atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
dan retribusi. .

Penyidik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan -
menyampaikan hasil penyidikannya kepada - penuntut
umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana
Pasal 89

Wajib - Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

- keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan,

sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar atau- tidak menyampaikan,
Sehiflgga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




-~~~ -~ - - Pasal90 ,
Tindak - pidana di’ bidang perpajakan Daerah tidak dapat

~ dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak saa@t’ Pajak terutang atau masa Pajak berakhir
atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang

bersangkiu,tanf berakhir. -

" Pasal 91

' Wajib - Retribusi ;yang% * tidak melaksanakan kewajiban <

membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati,

_ sehingga merugikan ‘keuangan Daerah, diancam pidana sesuai -

‘dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahésiaan
data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan
peraturan perundang-undangan. -

Pasal 93

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam B
Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 merupakan pendapatan

-negara.

Pasal 94
(1) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban
pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif
berupa denda.
(2) Sanksi ‘administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan
rupiah untuk setiap STPD.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dikenakan bagi wajib pajak yang
mengalami keadaan kahar (force majeure)

" (4) Besaran sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada

“ayat (2) ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah).

7 (5) ,Keadeian kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud

- pada ayat (3) meliputi:
a. Bencana alam;
b. Kebakaran;

__c.. Kerusuhan massal atau huru-hara;
d. Wabah penyakit.
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Bagian Kedua
| ‘ ~ Sanksi Administratif
7 S - Pasal95 o
() Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak
-~ - -~ - memenuhi kewajiban di bidang perpajakan daerah dan
’ ;retfibusi',' Wajib Pajak datau Wajib Retribusi dikenakan
wsanik;si’ ;’e_lamihistratif berupa - bunga, denda, dan/atau
kenaikan Pajak atau Retribusi.
e (Z)fKet’éentuan— lebih - lanjut mengenﬁaif tata cara pengenaan
' - sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Tt f : Pasal 96

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban
pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan kenaikan Pajak.

(2) Wajib = Pajak yang sudah melaksanakan - kewajiban-
pelaporan SPTPD tetapi tidak melakukan pembayaran
setelah jatuh tempo dikenakan sanksi -administratif
berupa bunga. ' ’ '

Ce (3) Dalam hal pembetulan SPTD sebagaimana dimaksud pada
- ) ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD
R harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum -

‘kedaluwarsa penetapan.

4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan
SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan
Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif
berupa bunga.

(5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
‘administratif berupa bungasebesar 1% (satu persen) per.
bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran' untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
1 (satu) bulan.

(6 Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
 tidak dikenakan sanksi. administratif berupa kenaikan
- pokok Pajak yang kurang dibayar. -




- Pasal 97

7 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

SR - B

b.

a.

Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan-Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ‘Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan

“Bermotor,” dan bagi- hasil Bea Balik Nama Kendaraan -

Bermotor dalam peraturan daerah yang disusun

:beirda'sre}rkjari Uridan’g—Un’dahg' Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap

berlaku sampai dengan 5 Januari 2025;

- Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen

PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB- mulai
berlaku efektif tanggal 5 Januari 2025. S

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang
milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan
perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa
perjanjian; - -
Seluruh penerimaan Pajak yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang -

ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
belum dibagihasilkan, tetap dibagihasilkan berdasarkan
Peraturan Daerah mengenai bagi hasil Pajak yang
ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan
Retribusi- sebagaimana diatur dalam Pasal 85, hanya -
dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya
pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara
yang telah mempertimbangkan kelas jabatari untuk tugas
dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
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- KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
% 7Per§fcu’riarij Derie;ra"}'l i RrOyif}si Kepulauan Bangka Belitung
‘Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran

" Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 -

~ Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan

. - Peréturan: .Dae:rah Provinsi . Kepulguan, Bangka Belitung
.- _Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan .

_Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran- Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 - -
Seri B); : : ,

b. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pefizipan Tertentu

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangkar Bciitung

Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah
dengan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung -
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan = Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu - (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan

- Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri C);

.- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
‘Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
‘Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepuluan
Bangka Belitung Nomor 81);

.c. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum

- (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan: Bangka
Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

~ Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum -

. (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

_ Tahun 2021 Nomor 2 Seri C); dan
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d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2021Nomor 1 Seri C).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal |9 Ypeuan 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal !° Febma 2024

SEK ARIS DAERAH
PROVINSI KEPPYLAUAN BANGKA BELITUNG,

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: (2-64/2024)
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- . PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- NOMOR oL TAHUN 2024

~ TENTANG

R PA;TAKTDAER}H DAN RETRIBUSI DAERAH
IUMUM T SR :

Indonesm sebagal negara kesatuan yang ‘memilih s1stem desentralisasi

: ;dalam hal hubungan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan

: Daerahnya memiliki konsekuensi adanya otonomi daerah yang dimiliki oleh

- e 7masing—masing Pemerintah Daerah. Maka dari itu, daerah-daerah diberikan
kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemermtahannya sendiri.

S Prov1ns1 Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu daerah provinsi
o L yang ~memiliki otonomi tersebut tentu membutuhkan blaya dalam
7 “pelaksanaannya, sebab tidak mungkin otonomi daerah dapat berjalan apabila

- Pemerintah Daerah tidak memiliki biaya untuk menyelenggarakan otonomi
- -~ tersebut. - ) -

Otonom1 daerah dan desentralisasi fiskal telah membuka peluang yang
luas bag1 pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan daerah sesuai dengan kearifan lokal dalam kerangka NKRI.
Pehefapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat
~mengakselerasi pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Indonesia. Dalam dua dasawarsa terakhir, sistem desentralisasi fiskal telah
menghasilkan berbagai capaian yang cukup membanggkan. Namun, di sisi
lain masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan. Menyikapi
kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
"Ke’ﬁahgén antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)
dlrancang dan ditetapkan untuk mentrasformasi sistem desentralisasi fiskal
dalam rangka percepatan perbaikan dan pemerataan layanan publik di
“seluruh  pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penataan
_sumber daya nasional yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan
berkeadilan. ‘

Konsekuensi dari hal tersebut adalah setiap Pemerintah Daerah yang

memiliki kewenangan otonom dalam mengurusi urusan pemerintahannya

- sendiri diberikan sebuah kewenangan untuk menyelenggarakan desentralisasi

f1skal Dengan mem111k1 desentralisasi fiskal tersebut, diharapkan pemerintah

daerah dapat membangun kemandman daefrah, nya sendiri untuk membiayai

urusan = pemerintahannya baik dalam hal pendapatan daerah maupun
kewenangan untuk membelanjakan pendapatan tersebut.




Pajak dan Retr1bus1 Daerah merupakan sumber utama dari pendapatan‘l
asli daerah, yang merupakan hal yang sangat penting bagi terselenggaranya”" "

otonomi daerah. Tanpa adanya kewenangan untuk memungut PaJak ‘dan
Retribusi Daerah, maka penyelenggaraan otonomi- daerah dipastikan akan

terhambat sehmgga akan berdampak terhadap pemenuhan keseJahteraan

masyarakat di. Daerah

Pemungutan Pa_]ak dan Retr1bu31 Daerah yang sebelumnya dldasarkan' e

pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PaJak dan Retrlbu317 '
Daerah saat 1n1telah d1gant1 ole

Undang-Undang Nomor 1" Tahun' 2022 _
tentang Hubungan Keuangan Antara Pei'nermtah Pusat dengan Pemerintahan’

Daerah, yang mana dalam” Undang Undang tersebut, cukup banyak
mengubah ketentuan-ketentuan mengenal Pajak dan Retr1bus1 Daerah. Maka
dari itu, Perda Pajak dan Retr1bus1 sebelumnya perlu d11akukan beberapa
penyesuaian dengan Undang-Undang tersebut atas dasar tersebutlah
Peraturan Daerah ini dibentuk. TR

Kewajiban bagi Pemermtahan Daerah untuk membentuk satu Peraturan
Daerah tentang Pajak dan Retr1bus1 Daerah diatur dalam Pasal 94 Undang— '
Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang memermtahkan bahwa Jenls Pajak dan
Retribusi, Subjek Pajak dan Wajlb PaJak Subjek Retrlbu81 dan Wa_]lb

: Retr1bu31 objek Pajak dan Retrlbu31 dasar pengenaan PaJak tlngkat

II.

penggunaan jasa Retribusi, ‘saat terutang PaJak w11ayah pemungutan Pajak,
serta tarif Pajak dan Retribusi, ‘untuk seluruh ‘jenis Pajak dan Retribusi
ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadl dasar pemungutan Pajak dan
Retr1bus1 d1 Daerah ‘

Selaln muatan- muatan yang dlwajlbkan dalam Pasal 94 tersebut .

Peraturan Daerah ini juga akan” memuat pengaturan terkalt tata cara

pemungutan PaJak dan Retr1bus1 Daerah sebaga1 landasan bag1 Pemerlntah,
Daerah untuk melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi - Daerah:
Makadarutu ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi Ketentuan
Umum, Pajak-Daerah, Retr1bus1 Daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak dan
Retribusi Daerah, Insent1f Pemungutan Pajak -dan - Retrlbu81 Daerah v
Ketentuan Perahhan, dan Ketentuan Penutup '

Pasal Demi Pa‘sal RN

Pasal 1 .
- Cukup jeias _
Pasal 2 o
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
‘Pasal 4 o o
- Cukup jelas
Pasal 5

Culkup jelas -



e ‘_ Pasal 6 _
| S CukupJelas

N cukupn |

Cukup Jelas

STV CRNEL TR U IR SOP M R e,

.“4-150 o

ukup jelas

'T:.‘Yang d1maksud dengan “kepem111kan adalah hubungan

L _huk 'm‘ antara orang pr1bad1 atau Badan ‘dengan Kendaraan

. Bermotor yang ' namanya tercantum di dalam bukti

kepemlhkan atau dokumen yang sah

Yang dlmaksud dengan penguasaan ‘adalah ‘penggunaan

dan/ atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang

pr1bad1 atau’ Badan dengan bukti - penguasaan yang sah
menurut ketentuan perundang undangan

FA»V""?BBNKB hanya dlkenakan atas penyerahan pertama Kendaraan
_ Bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya

atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan

L '.f..:merupakan obJek BBNKB.
R ayat (2)

Cukup Jelas

| _' ayat (3)

ayat (@)

Cukup jelas

huruf a
- Cukup jelas



’huruf b |
. _"‘Pemasukan Kendaraan Bermotor untuk dlkeluarkan kernbah
',_'__"dar1 Wllayah kepabeanan Indonesia merupakan 1mpor
_ _sementara yang d1maksudkan untuk diekspor kembali sesuai
dengan ketentuan ‘peraturan perundang-undangan di bidang
'.-ke.pab.eanan contoh:.

- 1l.kendaraan yang dibawa oleh wisatawan;
v 2 kendaraan yang dlgunakan teknlsl wartawan, tenaga ahli;
dan E T ‘
j 3 kendaraan proyek yang dlgunakan sementara waktu yang
L pada ‘saat peng1mporannya telah Jelas bahwa ‘barang
“tersebut akan d1ekspor kembali.
huruf c

o Cukup Jelas

| ”.’Pasal 14 o I
| | CUkup jelas
Pasal 15
ayat(y
| CUkup jelas
V.ayat (2).
Penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor

(kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB, sehingga
t1dak terutang BBNKB '

ayat(®) |
SR Cukup Jelas
_ayat (4)
L CukupJelasf"' ’
o f"ayat (5) -
| Cukup_]elas o

| ) ayat (1) .
Cukup Jelas :
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: (2). e
Yang dlmaksud dengan “kepemﬂikan ‘adalah hubungan
il .hukum antara orang prlbadl atau 91 badan dengan alat berat
) yang namanya tercantum di dalam bukti kepemlhkan atau
o dokumen yang. ‘sah, mel1put1 invoice/ faktur ‘penjualan/bukti
. Jual beh kepemlhkan = Yang dlmaksud dengan “penguasaan”
vadalah penggunaan dan/ atau penguasaan fisik alat berat oleh
' 'orang pr1bad1 atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah
‘- “menurut- ketentuan - perundang-undangan meliputi bukti

kontrak sewa, perJanJ1an sewa—beh dan sebagalnya

; 'ayat (3)

Cuknp jelas

o Cukup jelas

- Pasal18
EE R ';»-»"::Ciikuf}'i)jelésj ;
0 Pasall9

7 Cukupielas

: ';ayat (1)
S 7-';Contoh

M1sa1 berdasarkan pendataan oleh Provinsi A didapati bahwa

- pada tanggal 1 April 2025, Tuan X yang berlokasi di Provinsi A,

‘mem111k1 100 Alat Berat seJak 15 Januari 2025. Dari jumlah tersebut:
'1 sebanyak 20 ‘Alat Berat disewakan kepada Tuan Y dan

_dlpergunakan di Prov1n31 B mulai tanggal 1 Februari 2025 sampai

dengan 1 Desember 2025; 2. sebanyak 70 Alat Berat disewakan

L kepada ’I‘uan Z dan dlpergunakan di Provinsi A mulai tanggal 1 Maret

2025, sampa1 dengan 1 Februari 2026; dan 3. 92 sisanya sebanyak
S 10 Alat Berat belum disewakan dan berada di Provinsi A.

”"Berdasarkan kond1s1 tersebut, Gubernur ~Provinsi A dapat

:vmenetapkan besaran PAB terutang untuk 80 Alat Berat untuk Tuan

X yaitu 70 Alat Berat yang disewakan kepada Tuan Z dan 10 Alat
s Berat yang belum disewakan, untuk jangka waktu 12 (dua belas)
, .bulan sejak tanggal 15 Januari 2025. Di sisi lain, Provinsi B

) melakukan pendataan dan didapati bahwa pada tanggal 1 April
‘2025 terdapat 20 Alat Berat yang disewa oleh Tuan Y tersebut di
~atas. Untuk itu, Gubernur Provinsi B dapat menetapkan besaran

‘PAB terutang untuk 20 Alat Berat yang disewa Tuan Y sebagai Wajib

*Pa_]ak untuk Jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1
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- ayat (2)
Cukup Jelas
ayat 3.
' Contoh ,
_ - Atas- ‘suatu Alat Berat yang dikuasai oleh PT Z di wilayah
77-Prov1ns1 A Gubernur Provinsi A menerbitkan SKPD atas PAB
'terutang sejak tanggal 1 Apr1l tahun 2025 untuk jangka waktu 12
(dua._ belas) bulan berturut-turut h1ngga 31 Maret 2026. Dalam hal
terjadi perpmdahan tempat penguasaan Alat Berat ke ‘wilayah
.Prov1n31 B sebelum tanggal 1 93 April 2025, maka Alat Berat
vd1maksud tidak dikenakan PAB oleh Provinsi B. Selanjutnya atas
- ';_’Alat Berat d1maksud baru dapat dikenakan PAB pada tanggal 1
,_ | Apr11 2026 untuk Jangka Waktu 12 (dua belas) bulan berlkutﬂ.ya oleh
' p ”ov1ns1 tempat penguasaan Alat Berat dlmaksud

(4.) S |
Cukup Jelas
' 'dyét?'(S)v_" S

| @bjek darl PBBKB termasuk juga PaJak atas penggunaan bahan
o _bakar Kendaraan Bermotor termasuk genset, mesin industri serta
AP .'mesm kapal dan Alat Berat

‘,-lbfasal 23
o Cukup _]elas
j Pasal 24

R fcukuzﬁ_j"elas

e kuﬁ,»jiél.a.s o
Pasal 26 . SR
B 'aYat (1)

Coaet@
R Cukup jelas
-'ayat (3) ‘ ‘
' Pemungutan PaJak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan

) oleh produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis atas
" bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada:




NeZ A

Pasal 27

DI RS S DR B A MR

| éaé-ai 28 .

 Pasal29

i ayat (4)

1 Lembaga penyalur ‘antara 1ain,” Stasmn Penglslan Bahan

Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun’ Pengisian Bahan Bakar

: iuntuk TNI / POLRI Agen Premium dan Minyak Solar (APMS),

" Premium’ Solar Packed Dealer (PSPD),v Stasiun Pengisian

B _Bahan Bakar Bunker (SPBB) Stasiun Penglslan Bahan Bakar

- ,'_v'Gas (SPBG) yang akan men3ua1 BBM ‘kepada konsumen
T 'akh1r (konsumen langsung), -

N 2’.’7Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan
"~ bermotor; Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri
o maka produsen dan/ atau importir atau nama lain sejenis
o ‘fwaJ1b menanggung PaJak. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
'yang digunakan sendiri untuk Kendaraan bermotornya.
Produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis tidak
mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas
penjualan bahan bakar minyak untuk usaha industri. Dalam
hal pembehan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan
’ antarpenyed1a Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk
'd1Jua1 kembali kepada lembaga penyalur dan/atau kohsumen
langsung, maka yang wajib mengenakan Pajak Bahan Bakar
erndaraan Bermotor adalah penyedia yang menyalurkan
‘ Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur

= dan / atau konsumen langsung
Ketentuan 1n1 tldak mengecuahkan produsen dan/atau importir

bahan bakar Kendaraan Bermotor untuk digunakan sendiri, dari
kewa_] 1ban membayar PBBKB.

»':-ayat (2)

Cukup ‘ jelas
- Cukup _je’la‘s
ayat (1)
Cukup jelas
_ Cukup jelas
‘ayat (3)
e Cukup Jelas
Bobot A1r vPermuka_an dihitung dengan menggunakan
_ 1nd1kator-1nd1kator . yang menunjukkan dampak
o pengambﬂan /pemanfaatan Air Permukaan terhadap lingkungan.
ayat(s)

Cukup Jelas '
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Pasal 31

Pasel 34
E Pasa137

- Pasal 40. -

SR AR

.?._f_' 55 - . -

Pasal 30

AR ‘Contoh _ _
Sebuah perusahaan, yang tempat keglatan usahanya berada di
W11ayah provinsi B, melakukan pengambilan dan pemanfaatan
air permukaan dari hulu sungai X. Hulu sungai X sendiri
' :berada di Wllayah provinsi A dan hilirnya berada di wilayah
provinsi B. Atas pegambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan dari sungai X, maka yang berhak melakukan
pemungttan PAP adalah provinsi B.
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; IR Contoh Penghltungan

; o _ R Pada tanggal 13 Desember 2025, Wa_]lb Pajak A di Kabupaten X
I o dy Wllayah Prov1n31 S ‘melakukan 100 - pengambilan MBLB
dengan nilai jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp
500 juta. Tarif Pajak MBLB dalam Perda PDRD Kabupaten X
sebesar 20%, sedangkan tarif Opsen Pajak MBLB dalam Perda
-PDRD Prov1n81 S sebesar 25%. Maka dalam SPTPD Pajak MBLB
yang. dllaporkan oleh Wa_]lb Pajak A di Kabupaten X sebagai
berikut: a. Pajak MBLB terutang = 20% x Rp 500.000.C00 = Rp
. 100.000.000. b. Opsen Pajak MBLB terutang = 25% X Rp
- 100.000. OOO Rp 25.000.000. Total Pajak MBLB dan Opsen
'PaJak MBLB terutang = Rp 125.000.0C0. Pajak MBLB menjadi
'pener1maan pemermtah ‘daerah  Kabupaten X, sedangkan
_“Opsen PaJak MBLB menJad1 ‘penerimaan ‘pemerintah daerah

5,'";'-‘3',Prov1n31 S : o
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P o » Pada pr1n31pnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat
L timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun,
:untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya
pajak dapat terjadi pada a. suatu saat tertentu, misalnya
,_untuk BBNKB; b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBBKB;
-atau c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PKB.

'Yang dimaksud dengan “syarat subjektif’ adalah persyaratan

yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam
o Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2022 ‘tentang Hubungan
o Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
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- 'Yang dlmaksud dengan “syarat ob_]ektli” adalah persyaratan
yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajek dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
-Keuangan Antara Pemermtah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
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T Keglatan "penegakan hukum" pahng sedikit berupa sosialisasi
'_ketentuan di bidang” ‘¢ukai hasil ~ tembakau " dan operasi
pe berantasan rokok 1lega1 Sos1a11sas1 103 ketentuan di
o b1daﬁg cukai has11 tembakau dan operas1 pemberantasan rokok

o "_1lega1 dllakukan sesuai dengan kewenangan pemermtah daerah
.dan. dapat d1smerg1kan dengan instansi pemermtah pusat yang
) ";melaksanakan . pemungutan cukai. Penggunaan  hasil

SRRER : penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang

E ‘cukal hasil témbakau dan opera31 pemberantasan rokok ilegal
_ ’dlprlorltaskan apablla dana bagi hasil cukai hasil tembakau
o , tldak mencukupl untuk memb1aya1 kegiatan dimaksud.
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"'ayat(l) L

"??., "“‘="ayat (2) L o
o Cukup _]elasi.
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’_'ayat (4) g
vPenyesuauan detail rincian obJek dalam Peraturan Gubernur

dapat ‘dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru
merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam

Perda
) Contoh Pada tahun 2025 RSUD X pada Provinsi Y menyediakan
v pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan
- pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam
. Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:
© Perda PDRD:
1 .:A“ij'ek'Retﬁbu's:i: Retribusi pelayanan Kesehatan
- 1.1. rincian objek-Re.trib.usi: Pelayarian penyakit mulut




oss-

_ 1. 2 rincian: prek RetrlbuS1 Pelayanan konservasi gigi 105
__Pada tahun 2027, RSUD X pada Provinsi Y memiliki inovasi
,_"'dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelaynan
B "farmam dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari
. 'pelayanan konserva31 g1g1 Maka, untuk memungut Retribusi
__atas. kedua pelayanan baru tersebut Pemerintah Provinsi Y
"menyempurnakan ketentuan Pemuncrutan yang telah
. d1tetapkan dalam Perda mengenal Pajak dan Retribusi dengan
: menetapkan Peraturan Gubernur sebaga1 berikut:

e Peraturan Gubernur

S ayat (5)

- 1 obJek Retr1bus1 Retr1bus1 pelavanan kesehatan
1. 1. r1n01an obJek Retr1bus1 Pelayanan penyaklt mulut
L 2 fincian prek Retrlbu51 Pelayanan konservasi gigi
B 2.1. detail r1nc1an ‘objek Retribusi: Pelayanan farmasi
1 2 2. detaﬂ r1n01an objek Retr1bus1 Pelayanan bedah.
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Yang dlmaksud “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan
bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan

‘barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi: 1. mobil

- penumpang, dan 2. mobil bus Kendaraan bermotor angkutan barang

. m puti semua kendaraan umum angkutan barang.
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_ _Yang dlmaksud dengan “tempat khusus park1r di luar badan jalan”
- adalah tempat khusus parkir di luar ruang m111k jalan. 115 Contoh
tempat khusus park1r di luar badan Jalan yang disediakan, dimiliki,
.. dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang
- disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi
‘dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.
~ Cukupjelas
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I Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang
d1sed1akan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,
. sepert1 asrama, hotel atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau
~dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah {OPD), yang difungsikan
- sebaga1 tempat pengmapan atau. pesanggrahan atau vila.
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pener1maan retribusi dlutamakan untuk mendana1 operasional
-dari. pelayanan yang . d1ber1kan misalnya biaya honor,
konsum31, peralatan, dan lain-lain.

= ayat (2)
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_‘ _ a_:_l besaran tarlf sebagaumana dimaksud dalam
169 yat (2) d1tetapkan dengan ketentuan )

a besaran tar1f sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian
e dar1 tar1f pokok sewa ‘dan faktor penyesuau sewa;
b hasﬂ KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi
- "tetap dan pembag1an keuntungan ditetapkan oleh Tim
"berdasarkan ‘hasil perh1tungan sesuai ketentuan peraturan
B perundang-undangan c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi
- tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim
'yang ‘dibentuk ‘oleh Bupat1 sesuai ketentuan peraturan
RSO perundang—undangan, _dan . .
e besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan
S 1nfrastruktur bertpa pembagian  kelebihan keuntungan
(claWback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI
sesua1 ketentuan peraturan perundang undangan
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s Yang dlmaksud dengan ‘izin pertambangan rakyat” adalah izin
untuk melaksanakan usaha- pertambangan dalam Wllayah |
- -pertambangan rakyat dengan luas Wﬂayah dan investasi
"'terbatas : -
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